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ABSTRAK

Nama Fernando, 201610117002, Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan
yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana
Korupsi Setya Novanto (Studi Kasus Putusan Praperadilan
Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel), 126 halaman, 2018.

Praperadilan merupakan harapan bagi pencari keadilan, terhadap mereka
yang diduga melakukan tindak pidana atas tindakan atau upaya paksa yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lembaga ini dimaksudkan sebagai
suatu lembaga penguji apakah batasan yang diberikan undang-undang
kepada aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa tersebut
telah sesuai prosedur atau tidak, sehingga tercipta tegaknya hukum,
kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka.

Putusan  praperadilan  Nomor:  97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel  yang
memerintahkan penghentian penyidikan berpotensi menjadikan perkara
penyidikan tindak pidana korupsi kasus E-KTP dengan tersangka Setya
Novanto berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan
praperadilan yang bersifat perintah secara imperatif untuk melakukan atau
melaksanakan sesuatu. menimbulkan ketidaklaziman dengan mencermati
bahwa bentuk putusan praperadilan berupa “penetapan” (beschiking) yaitu
bersifat declaratoir, di mana hakim hanya menyatakan/memutuskan apa
yang menjadi hukumnya, yang artinya hakim hanya perlu menyatakan sah
atau tidaknya apa yang menjadi objek permohonan dalam praperadilan.
Penghentian penyidikan mutlak kewenangan yang dimiliki oleh pejabat
penyidik dengan alasan yang telah diatur secara limitatif dalam KUHAP,
sehingga hakim secara normatif tidak mempunyai kewenangan untuk
mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan yang meminta
penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi Setya Novanto.

Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Tindak pidana Korupsi,
Penghentian penyidikan, Kepastian Hukum.
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ABSTRACT

Name Fernando, 201610117002, Judicial Review of Pretrial Judgment
Ordering Termination of Corruption Case Investigation of Setya Novanto
(Preliminary Decision Case Study Number: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel),
126 pages, 2018.

The pre-trial is a hope for justice seekers, against those suspected of
committing a crime of acts or forced attempts by law enforcement officials.
This institution is intended as an examining institution whether the
limitations given by law to law enforcement officers in carrying out such
compulsory efforts have been in accordance with the procedure or not, so
as to create law enforcement, legal certainty and protection of the
suspect's human rights.

Pretrial Decision Number: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel which ordered
the termination of investigation has the potential to make case
investigation of corruption case of E-KTP with suspect Setya Novanto
potentially causing legal uncertainty. Pretrial rulings that are imperative
in order to do or carry out something. inconsistent with observing that the
form of pretrial judgment in the form of "deciphering" (beschiking) is
declaratoir, in which the judge only declares what is the law, meaning that
the judge only needs to declare whether or not the object of the petition in
the pretrial. The termination of the investigation shall be the absolute
authority possessed by the investigating officer on the basis of the
limitatively regulated in the Criminal Procedure Code, so that the judge
shall not normally have the authority to grant the request of the Pretrial
Applicant requesting the suspension of investigation on the corruption
case of Setya Novanto.

Keywords: Pretrial, Determination of Suspect, Corruption Crime,
Termination of Investigation, Legal Certainty.
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